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GUBERNUR BANTEN

A

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANTEN,

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-

APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 7);
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20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. semula Rp.4.134.075.000.000,00
b. bertambah Rp.1.528.639.538.686,00(+)
Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan Rp.5.662.714.538.686,00

dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2012

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp.3.902.075.000.000,00
2. bertambah Rp.1.405.795.032.056,00
Jumlah pendapatan daerah setelah Rp.5.307.870.032.056,00
perubahan

b. Belanja Daerah :

1. semula Rp.4.134.075.000.000,00
2. bertambah Rp.1.528.639.538.686,00
Jumlah belanja daerah setelah Rp.5.662.714.538.686,00
perubahan

Defisit setelah perubahan (Rp.354.844.506.630,00)



c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a) semula Rp.264.000.000.000,00
b) bertambah Rp.110.844.506.630,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp.374.844.506.630,00
Perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula Rp.32.000.000.000,00
b) berkurang Rp.12.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp.20.000.000.000,00
Perubahan

Jumlah pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp.354.844.506.630,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dituangkan dalam ringkasan perubahan Anggaran Perdapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2) Penjabaran Perubahan Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Gubernur ini.

(3) Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 11 Oktober 2012

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 16



